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Perkawinan merupakan ikatan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal. Dalam hukum perkawinan Indonesia, perkawinan hanya diizinkan
apabila calon mempelai telah mencapai usia 19 tahun. Namun, dalam praktiknya
terdapat persoalan hukum mengenai perempuan yang berstatus janda tetapi masih
berusia di bawah batas usia perkawinan. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan
pandangan antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama terkait
kedudukan hukum serta prosedur yang harus ditempuh apabila janda di bawah umur
ingin melangsungkan perkawinan kembali.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum janda di bawah umur
dalam hukum perkawinan di Indonesia serta menganalisis norma hukum yang
seharusnya digunakan dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual
(conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang
terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier
yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum janda di bawah umur
masih menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan penegak hukum. KUA
berpendapat bahwa janda yang belum berusia 19 tahun tetap tidak dapat
melangsungkan perkawinan tanpa dispensasi kawin karena masih terikat pada
ketentuan usia minimal perkawinan. Sementara itu, sebagian hakim berpendapat
bahwa seseorang yang pernah menikah telah dianggap dewasa dan cakap hukum
sehingga tidak lagi memerlukan dispensasi kawin. Oleh karena itu, diperlukan
harmonisasi pengaturan hukum agar tercipta kepastian hukum dalam penanganan
perkara janda di bawah umur.
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